RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

.
Q>

Mengingat:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kekayaan sumber daya perikanan wnesia
merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Es arus
dikelola melalui pelindungan, pemanfadtan, dan
pelestarian secara bertang awab dan
berkelanjutan, untuk memajukan lag craan umum
sebagaimana tercantum di dala e btikaan Undang-
Undang Dasar Negara Republi ogesia Tahun 1945;

()
bahwa pengelolaan perik anlh terkendala dengan
permasalahan mengenagi fperencanaan, usaha, sistem

data dan infor i, § konservasi, kerja sama
internasional, kon%ntar nelayan, pengawasan,
pencurian ikan,Ndan Penegakan hukum yang belum
optimal dan préhensif;

bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perik gaimana telah diubah dengan Undang-

Undang@omor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
ang-Undang Nomor 31 2004 tentang Perikanan
bel

mampu menampung semua aspek pengelolaan

%kanan, permasalahan, perkembangan, dan
ebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu

diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perikanan;

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

Pasal 1 Q~
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: g

1.

. Sumber Daya Perikanan adalah potens

. Sumber Daya Ikan adalah potensi se
yang berhubungan dengan ikaQ

. Ikan adalah segala jenis or

BAB I \
KETENTUAN UMUM

Perikanan adalah semua kegiatan yang ber
daya perikanan.

n dengan sumber

semUa sumber daya ikan,
sumber daya lingkungan, dan segala aya buatan manusia yang
digunakan untuk memanfaatkan su aya ikan.

jenis ikan dan organisme lain

e yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di an? lingkungan perairan.

. Pengelolaan Perikana alah upaya pelindungan, pemanfaatan, dan

pelestarian Perikagan, tuk mencapai kelangsungan produktivitas
Sumber Daya Pelé;ian yang berkelanjutan.

Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan
yang tida %eadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang
menged ap 'asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan
akan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
an, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
didayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
tau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan
yang terkontrol dan Dberkelanjutan, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

. Pengolahan Ikan adalah pengolahan hasil Penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan lkan untuk tujuan komersial.

. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan

produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga,
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melakukan promosi dan mendistribusikan kepada konsumen sesuai
dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan
produk akhir yang berupa Ikan segar, lkan beku, dan olahan lainnya.
Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang
digunakan untuk melakukan Penangkapan lkan, mendukung operasi
Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi

Perikanan.
Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIU@ izin
€

tertulis yang harus dimiliki perusahaan Perikanan untu ukan
usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produ ang tercantum
dalam izin tersebut. Q‘

Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutnya di

tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Peri
Penangkapan Ikan yang merupakan bagian ti pisahkan dari SIUP.
Surat Izin Kapal Pengangkut lkan yangf| selarffutnya disingkat SIKPI
adalah izin tertulis yang harus dimilik jap Kapal Perikanan untuk
melakukan pengangkutan Ikan.

Hari adalah hari kerja.
Pelabuhan Perikanan adalah@at yang terdiri atas daratan dan

perairan di sekitarnya den as-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan giatan sistem bisnis Perikanan yang
digunakan sebagai t*Kapal Perikanan bersandar, berlabuh,

dan/atau bongkag mtat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
e

at®IPI adalah izin
untuk melakukan

keselamatan pel n dan kegiatan penunjang Perikanan.

Nelayan adala¥ tiapy orang yang seluruh atau sebagian sumber mata
pencahariangy elakukan Penangkapan Ikan.

Nelayan K% lah Nelayan yang melakukan Penangkapan lkan untuk
memenuli tuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan
ka nangkap lkan maupun yang menggunakan kapal penangkap
I erukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Nelaywn Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan
di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah
dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan
lokal.

Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata Pencahariannya
melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air
laut.

Pembudi Daya lkan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan
Pembudidayaan lkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
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Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang selanjutnya disingkat WPPNKRI adalah wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,
penelitian, dan pengembangan perikanan.

Perairan Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang
diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia beserta perairan
kepulauan dan perairan pedalamannya.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI
adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut 4teritorial
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang y xatur
mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (d@s) mil
laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial dj r.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak terpre dalam ZEEI,
Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan I o@ es1@, dan perairan

pedalaman Indonesia.
Setiap Orang adalah orang perseorangan @orporasi, baik yang
be

berbentuk badan hukum maupun yang tidak dan hukum.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Re donesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara R ik indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sepaga a dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik In esia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang ‘fge nggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perikanan.

Pemerintah Daerah ad @ ala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan  Daerah§, yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan ya&njadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
% PENGUASAAN

Q Pasal 2
aya Perikanan sebagai sumber daya alam strategis yang

ndung di dalam WPPNKRI merupakan kekayaan nasional yang
d1kuasa1 dan dimiliki oleh negara.

(2) Penguasaan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui

fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan
pengawasan.
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BAB III
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan Perikanan dilakukan berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. kesejahteraan;
d. keadilan;
e. kemanfaatan; \
f. kebersamaan; Q~
g. kemitraan;
h. kemandirian; Q~
i. ketahanan;
j- keamanan;
k. pemerataan; Q
I. keterpaduan;
m. keterbukaan; dan

n. efisiensi.
(2) Penyelenggaraan Perikanan bert uan

a. mengoptimalkan pengelol pemanfaatan Perikanan;

b. menjamin kelestarian aya lkan dan lingkungan Sumber
Daya Ikan,; Q

c. meningkatkan ke dan konsumsi sumber protein yang
memenuhi stangar tu dan keamanan pangan;

d. menmgkatkz&?rsedman bahan baku untuk industri pengolahan
Ikan dan i tri%ainnya;

e. menin enerimaan dan devisa negara;
f. me produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;

gQ d ng perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha.

Pasal 4
Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perikanan meliputi:
a. pengelolaan;
b. usaha;
c. konservasi;
d. kapal, pelabuhan, dan syahbandar;
e. sistem data dan informasi;
f. pungutan Perikanan;
g. penelitian dan pengembangan;
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h. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
i. kerja sama internasional,;

j- pengawasan,;

k. larangan;

l. pengadilan; dan
m. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV 2
PENGELOLAAN PERIKAI\b
Bagian Kesatu
Umum

Pasal
Pengelolaan Perikanan dalam P RI dilakukan untuk melindungi,
memanfaatkan, dan melestarik er Daya Perikanan secara optimal
dan berkelanjutan, dengan SNmenjpertimbangkan potensi Sumber Daya

Perikanan Indonesia.

Pasal 6
(1) Dalam Pengel ﬁrikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Menteri meaet a
a. renca%l elolaan Perikanan;
b. poterisi n alokasi Sumber Daya lkan di wilayah Pengelolaan
tkagan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

mlah tangkapan yang diperbolehkan di WPPNKRI;

tensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di WPPNKRI;
potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di WPPNKRI;
jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan
Ikan;
daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan lkan;
pelabuhan Perikanan;
sistem pemantauan kapal Perikanan;
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1. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;

m. jenis lkan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan
berbasis budi daya;

n. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;

o. cara pengendalian aktivitas perikanan yang dapat menimbulkan
pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;

p. rehabilitasi dan  peningkatan Sumber Daya lkan serta

lingkungannya;

q- jenis, ukuran, atau berat minimum jenis lkan yang boleh ditangkap
untuk induk gc\
kawasan konservasi perairan;
wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan, kea , serta

penanggulangannya;
t. jenis lkan yang dilarang untuk diperdagang asukkan, dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara R Indonema dan
u. jenis Ikan yang dilindungi.
Setiap Orang yang melakukan usaha ddn/ata¥ kegiatan Pengelolaan
Perikanan wajib mematuhi ketentuan s imana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i , huruf I, huruf m, huruf n,
huruf o, huruf q, huruf r, huruf s, hu , dan huruf u.
Kewajiban mematuhi ketentx@sngenai sistem pemantauan Kapal
Perikanan sebagaimana dim ada ayat (2) huruf k, dikecualikan

bagi Nelayan Kecil, Nela disional, dan/atau Pembudidaya lkan
kecil.

Setiap Orang yangymelagnggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dikenai&sei administratif.
at

Sanksi admlnw% bagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. teguran
b. dend 18tratif;
C. pe b keg1atan usaha;
ian sementara kegiatan usaha;

arlkan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
f. p bekuan izin usaha; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c,
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dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi
nasional yang mengkaji Sumber Daya Ikan.

(2) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Menteri, beranggotakan para ahli di bidangnya, yang berasal dari
lembaga terkait.

Pasal 8

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf r dan jenis Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalﬁ’asal
t

6 ayat (1) huruf u diperuntukkan untuk kepentingan ilmu uan,
kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian Sumber Daya P artan.

Pasal 9 E
Pemerintah Pusat mengatur pemasukan, pengelere dan/atau transit
jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ika dalam dan ke luar

WPPNKRI.

Pasal 10
Pemerintah Pusat mengatur dan meng an penggunaan sarana dan
prasarana Pembudidayaan Ik rangka  pengembangan
Pembudidayaan Ikan. 6
sal 11

(1) Pemerintah Pusat mefigatur®dan membina tata kelola air dan lahan
pembudldayaan Ik
(2) Tata kelola air han Pembudidayaan Tkan sebagaimana dimaksud

pada ayat lakukan sesuai dengan kebutuhan teknis
Pembudld
d

n dan menghindari penggunaan lahan yang dapat
idayaan Ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau.
an pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air serta
an untuk kepentingan pembudidayaan Ikan.
(4) Pelalgsanaan tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata kelola
air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3)

Pasal 12
(1) Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan dan standar serta
melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan
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hasil produksi budi daya Ikan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan
lingkungannya.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan Ikan dan
lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
melibatkan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta
pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi
daya lkan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan peﬁ}olaan

kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaks ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua 3
Perencanaan PerikanaQ
Pasal 13
Dalam menyelenggarakan Pengelolaan nan, Menteri menyusun
dan menetapkan:

a. rencana umum Perikanan Nasjonal;

b. rencana Pengelolaan Perika%

Rencana umum Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus se'a@ngan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.

Rencana umum Perikaflan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a me kan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan aku%Pengelolaan Perikanan dalam perencanaan dan
pembangunan r Perikanan.

Rencan laan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pakan rencana strategis yang memuat analisis situasi
dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau
intah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya,
sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber
Daya lkan di bidang penangkapan ikan.

Pasal 14
Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan karakteristik Perikanan setempat.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
berdasarkan pada:

9
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. daya dukung Sumber Daya Perikanan;

. potensi Sumber Daya Ikan di WPPNKRI;

. pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan;

. potensi lahan dan Perairan;

. rencana tata ruang wilayah;
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata
ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;

g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

h.kebutuhan sarana dan prasarana;

i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian de@daya

0 Q0 o D

setempat;
j- tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
k. pertimbangan keberadaan masyarakat huk dan/atau
kearifan lokal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaa nan diatur dengan
Peraturan Menteri. Q

Bagian Keti
Wilayah Pengelol anan

Pagal 1
WPPNKRI untuk Penangkap@n dan/atau Pembudidayaan lkan
meliputi:
a. perairan Indonesia; 0
b. ZEEI, Q

c. zona tambahan; glan

d. landas kontin&lﬁonesia.

Penangkapan ¢ikan n/atau Pembudidayaan Ikan di luar WPPNKRI
sebagaim %sud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan% uran perundang-undangan, persyaratan, dan/atau
standar Mtesflasional yang diterima secara umum.

Pasal 16

Ngan Kecil bebas menangkap lkan di seluruh WPPNKRI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Kebebasan menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan di dalam kawasan zona inti konservasi perairan, zona
pemanfaatan wisata, wilayah hak perikanan tradisional, dan/atau
wilayah akses pengelolaan Perikanan.

Pasal 17

10
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(1) Pembudi Daya Ikan Kecil bebas membudidayakan komoditas Ikan
pilihan di seluruh WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1).

(2) Kebebasan membudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecualikan di dalam kawasan zona inti konservasi perairan, zona
pemanfaatan wisata, wilayah hak perikanan tradisional, dan/atau
wilayah akses pengelolaan Perikanan.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai WPPNKRI sebagaimana dimak Xﬁlam
Pasal 15, kebebasan untuk menangkap oleh Nelayan Kecil @ agaimana
dimaksud dalam Pasal 16, dan kebebasan membudidaya h, Pembudi
Daya lkan Kecil Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pa iatur dalam

Peraturan Pemerintah. Q
Bagian Keempat
M

Pengelolaan Perikanan Berbasis rakat

Pasal
Dalam WPPNKRI sebagaimana dimaks@lam Pasal 16 ayat (1), untuk
kepentingan penangkapan Ikan pembudidayaan ikan, diberikan
pengakuan terhadap pengelala erikanan yang dilakukan oleh
masyarakat hukum adat yang,dialdui keberadaannya.

g Pasal 20

(1) Selain pengaku terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud dalam al 19, Pemerintah Daerah memberikan akses
pengelolaan P an kepada Nelayan Kecil yang berbasis masyarakat

yang dila ecara berkelompok.

(2) Akses s8bagaighana dimaksud pada ayat (1) berupa akses:
a. pe@xan wilayah laut tertentu; dan
bg aan bagian dari alokasi penangkapan yang diperbolehkan

#ntuk satu atau lebih jenis kelompok ikan.

(3) Kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyusun rencana aksi pengelolaan Perikanan.

(4) Rencana aksi pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan akses
pengelolaan, evaluasi, atau penutupan akses pengelolaan.

Pasal 21

11
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Pengakuan terhadap Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 dan akses Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 harus dijalankan dengan:

a. sistem pengelolaan yang menjamin kelestarian, keberlanjutan, dan
kesejahteraan; dan

b. sesuai rencana Pengelolaan Perikanan di suatu WPPNKRI.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan akses pengelolaan
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai den &al 21
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Q‘

BAB YV 2
USAHA PERIKANAN Q
Bagian Kesatu
Umum

Pagal 2
(1) Usaha Perikanan mempakan%an yang dilaksanakan dalam suatu

sistem bisnis Perikanan.
(2) Jenis usaha Perikanan seBagaifhana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

usaha:

a. penangkapan lkan;

b. pembudidaya&n;
c. pengangku [kary,
d. pengola n; dan
e. pemas n.

Pasal 24
(1) @ Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud
dal Pasal 23 ayat (2) harus menerapkan sistem rantai dingin.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem rantai dingin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25
(1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) di WPPNKRI wajib memiliki SIUP.
(2) Setiap Orang dapat memiliki satu jenis atau gabungan beberapa jenis
usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
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Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
teguran tertulis;

denda administratif;

pembatasan kegiatan usaha;

penghentian sementara kegiatan usaha;

penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;

pembekuan izin usaha;
. pencabutan izin usaha; dan/atau %\
dia

@O0 o

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi stratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat iathr dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 26
SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) diperoleh melalui

pelayanan terpadu satu pintu.
Pelayanan terpadu satu pintu sebaga dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan secara bersama oleh i yang berwenang di bidang

Perikanan dan perhubungan.
Ketentuan mengenai mekanis@: cara, dan pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu sebagai aksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 27
Kewajiban mem&IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
b

(1), dikecuali agi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau
Pembudi Daya ecil.

elayan Tradisional, dan Pembudi Daya lkan Kecil
sebagai imaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri, usaha,
iafannya kepada instansi Perikanan setempat tanpa dikenakan

Pasal 28
SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diterbitkan untuk
masing-masing jenis usaha Perikanan.
SIUP untuk jenis usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mencantumkan koordinat daerah
Penangkapan Ikan, jumlah dan ukuran kapal Perikanan, jenis alat
penangkap Ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
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(3) SIUP untuk jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mencantumkan kepemilikan, luas lahan
atau perairan, dan letak lokasinya.

(4) SIUP untuk jenis usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf ¢, mencantumkan daerah pengumpulan,
pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, jenis Ikan, serta jumlah dan
ukuran kapal Perikanan.

dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasa at (1),
harus mempertimbangkan:
a. potensi dan jumlah Sumber Daya Ikan; Q~
b. daerah penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
c. jenis alat Penangkapan lkan yang ramah ling gan; dan
d. cara Pembudidayaan Ikan yang ramah Iingku
Pasal 30
(1) Setiap Orang yang melakukan usa ikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) harus me standar mutu dan keamanan
pangan hasil Perikanan.
(2) Pemerintah  Pusat dan intah  Daerah sesuai dengan

kewenangannya membin memfasilitasi pengembangan usaha
Perikanan agar mem stdndar mutu dan keamanan pangan Hasil

Perikanan sebagai&ana imaksud pada ayat (1).

Pasal 29
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ke@nya,

Pasal 31
(1) Pemerinta embina dan memfasilitasi berkembangnya industri
Perikan n% al dengan mengutamakan penggunaan bahan baku
ya manusia dalam negeri, serta mempertimbangkan luas

wi t.

intah Pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan
angannya membina  terselenggaranya kebersamaan dan
kemitraan yang sehat antara industri Perikanan, Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan/atau koperasi Perikanan.

(2)

Bagian Kedua
Usaha Penangkapan lkan

Pasal 32
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(1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) huruf a terdiri dari:

a. usaha Penangkapan lkan dengan menggunakan kapal penangkap
Ikan yang dioperasikan secara tunggal; dan/atau

b.usaha Penangkapan lkan dengan menggunakan kapal penangkap
Ikan yang dioperasikan dalam satuan armada Penangkapan Ikan.

(2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh kapal penangkap Ikan yang sekaligus berfungsi sebagai
kapal pengangkut Ikan hasil tangkapan.

(3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ay. xruf b
dilakukan oleh kapal penangkap lkan, kapal pengangk{é%l, dan

kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan yang rupakan satu
kesatuan armada Penangkapan lkan.

Pasal 33 Q
Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud @alam Pasal 23 ayat (2)

huruf a wajib menggunakan alat Penangka n yang ramah lingkungan
dan tidak merusak ekosistem dan kele mber Daya Ikan.

huruf a yang menggunakah, kapal penangkap Ikan dan/atau kapal
pengangkut Ikan dengan umulatif 100 (seratus) gross ton (GT) ke
atas, hanya dapat dila&ca oleh badan usaha berbadan hukum.

asaf 34
Usaha Penangkapan Ikan se@ dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
a

Pasal 35
Jenis usaha P %an Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) huruf a ada di WPPNKRI, hanya dapat dilakukan oleh warga
negara Indo tau badan hukum Indonesia.

Q) Pasal 36

(1) Set Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan
Penangkapan lkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI wajib memiliki SIPI.

(2) Setiap Orang wajib melakukan penangkapan ikan di dalam daerah
pengangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.

(3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap lkan berbendera
Indonesia di WPPNKRI wajib membawa SIPI asli.
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(4) Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal penangkap Ikan berbendera
Indonesia, yang melakukan Penangkapan lkan di wilayah yurisdiksi
negara lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.

penangkap lkan dan/atau ke kapal pengangkut Ikan deng ntuan
sekurang-kurangnya:

a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama;

b. pelaksanaannya diawasi oleh pemantau kapa @ angkap lkan dan

kapal pengangkut Ikan;
c. sistem pemantauan Kapal Perikanandaladisi aktif dan dapat

dipantau secara daring/online;
d. melaporkan kepada kepala pelab pangkalan sebagaimana
tercantum dalam SIPI atau SIKPI;
e. melaporkan kepada pengawag Pe an di pelabuhan pangkalan
sebagaimana tercantum dalam [ atau SIKPI.
(2) Dalam pelaksanaan alih muata agaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap kapal yang melak n alih muatan wajib mendaratkan Ikan di
pelabuhan pangkalan@a PI atau SIKPI dan tidak dibawa ke luar

Pasal 37
(1) Setiap kapal penangkap Ikan dapat melakukan alih mua@apal

negeri.
Pasal 38
Ketentuan lebih jut Tnengenai usaha Penangkapan lkan sebagaimana
dimaksud dal %32, alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan
dan tidak k ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan
sebagaimanahdimaksud dalam Pasal 33, SIPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal anfalih muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur
denngraturan Menteri.
Pasal 39
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 37 ayat
(2), dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pembatasan kegiatan usaha;
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penghentian sementara kegiatan usaha;

penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;

pembekuan izin usaha;

pencabutan izin usaha; dan/atau

. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga \
Usaha Pembudidayaan Ikan
Pasal 40 %
Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud Qﬂ sal 23 ayat (2)

5ot 0o

huruf b terdiri dari:

a. pembenihan Ikan; Q
b. pembesaran Ikan;

c. pengangkutan Ikan hasil pembudidayaa atau

d. penunjang Pembudidayaan Ikan.

asah41

(1) Setiap Orang yang melakuka’ g Pembudidayaan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40gajibymemiliki izin.

(2) Izin sebagaimana di d"Pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa

izin lokasi, SIUP, dan SIKPI
(3) Dalam hal Seti&ng yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan
sebagaimana gdimaksud pada ayat (1) juga melakukan usaha

pengangk ,Wajib memiliki SIKPI.
(4) Ketentuan% enai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

agi Pembudi Daya lkan Kecil.
rang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(6) San¥ksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b. teguran tertulis;
denda administratif;
pembatasan kegiatan usaha;
penghentian sementara kegiatan usaha;
pembekuan izin usaha;
pencabutan izin usaha; dan/atau
. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.

(5) Seti

=R I I
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 42
Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan lkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b di WPPNKRI dengan
menggunakan modal asing, wajib memiliki rekomendasi Pembudidayaan

[kan penanaman modal. \

Pasal 43 Q~
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ai* dengan

su
kewenangannya melakukan pembinaan usaha P Qﬂayaan Ikan
yang sekurang-kurangnya meliputi:

pengelolaan usaha;
pengelolaan sarana dan prasarana; Q
teknik pembudidayaan;

jaminan mutu keamanan dan keseh
kelestarian Sumber Daya Ikan

(2) Setlap Orang yang melanggar ketent sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) dan a@) dan Pasal 42, dikenai sanksi

sil Perikanan; dan
ungannya.

"’P*.O.UP

administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaima@na dimaksud pada ayat (2) meliputi:
teguran tertulis;

denda administgatif,

pembatasan&t\an usaha;

penghentigg sem®@ntara kegiatan usaha;

. pembe a%usaha; dan/atau

f. peno% zin usaha.

(4) Ketentu ih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif

S imgna dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
uran Pemerintah.

a0 o

Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Pembudidayaan lkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, dan pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
18



RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

Usaha Pengangkutan Ikan

Pasal 45
Usaha pengangkutan lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf c terdiri dari:
a. usaha pengangkutan Ikan; dan
b. usaha pengangkutan Ikan hidup.

SIUP.

(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengo S kapal
pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang %ﬁ(an untuk
melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI wajih «@ ilki SIKPI.

(3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pengafgk@t lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membawa SIKPNg

(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimang dinMksud pada ayat (1)

dan/atau membawa SIKPI asli sebaga dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi Nelayan Keci an Tradisional, dan/atau

Pembudidaya lkan Kecil.
(5) Setiap Orang yang melangga@wtuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat ikfnai sanksi administratif.
imapa dimaksud pada ayat (6) meliputi:

Pasal 46
(1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengangkutan lkan W@nﬂiki
ik

(6) Sanksi administratif seba
teguran tertulis;

denda administratif;
pembatasan k&n usaha;
penghentia memtara kegiatan usaha;

pembek saha; dan/atau
penca izZin usaha.

(7) Kete% ih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif

se a dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam
ran Pemerintah.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengangkutan lkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 serta SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46, diatur dalam Peraturan Menteri.

© oo p

[

Bagian Kelima
Usaha Pengolahan Ikan
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Pasal 48
Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf d terdiri dari:
a. Ikan segar;
b. Ikan beku; dan
c. Ikan olahan lainnya.
Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan
untuk meningkatkan nilai tambah Hasil Perikanan yang memenuhi
kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keama%Hasﬂ

Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—@ n.
Pasal 49

Setiap Orang yang melakukan usaha pengolaha an produk

Perikanan wajib memenuhi dan menerapkan tan kelayakan

pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan ] n hasﬂ Perikanan.

Sistem jaminan mutu dan keamanan Has kanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengawasan dan pengendalian mutuy;

b. pengembangan dan penerapan p n atau standar bahan baku,
sanitasi dan teknik penangagan a pengolahan, mutu produk,
sarana dan prasarana, dan %e pengujian; dan

c. sertifikasi.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikenai sanks @ iistratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. teguran tertuli€’
trat

an dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
an izin usaha; dan/atau
cabutan izin usaha.
tuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

a
b. denda adm A

c. pembat rl%\tan usaha;

d. pengh% mentara kegiatan usaha;
e.

f.

g

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
dibuktikan dengan sertifikat kelayakan pengolahan.
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(2) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan
sistem jaminan mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat penerapan program
manajemen mutu terpadu.

(3) Sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 51
(1) Untuk menghasilkan produk pengolahan Perikanan yan &nuhi

kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, da anan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), erinfah Pusat
menetapkan bahan baku, bahan tambahan makan %ﬂ penolong,
dan/atau alat yang membahayakan kesehat amusia dan/atau
lingkungan.

(2) Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah Paers sesuai dengan
kewenangannya melakukan sosialisasi b@han Baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/at t yang membahayakan
kesehatan manusia dan/atau lingk: ebagaimana dimaksud pada

memfasilitasi prasarana pen Hasil Perikanan.

ayat (1).
asah52
Pemerintah Pusat dan Pemm@ rah sesuai dengan kewenangannya
ha

Pasal 53
(1) Pemerintah Pus&ndorong peningkatan nilai tambah produk hasil

Perikanan.

(2) Pemerinta \vapat membatasi pengeluaran bahan baku industri

pengola % ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan bahan
baku di dalamf negeri.

(3) Ke engenai peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan

s%imana dimaksud pada ayat (1), dan pembatasan pengeluaran

ah

b baku industri pengolahan lkan ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54
(1) Untuk menunjang ketersediaan bahan baku industri pengolahan Ikan
dalam negeri, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem logistik Ikan
nasional.
(2) Sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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a. pengembangan jaringan distribusi lkan yang menjangkau seluruh
wilayah secara efisien;

. pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu
dan keamanan Hasil Perikanan;

. pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;

. pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;

. pengelolaan pasokan lkan dan permintaan Ikan;
pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan

. peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediﬂ dan

penyaluran bahan baku. Q~
Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengolaha %&bagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, persyaratan kelayakan @ alfan Ikan, sistem
jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikana gbagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, sertifikat kelayakan pengolaha sertifikat penerapan
program manajemen mutu terpadu sebagaimdna ditfaksud dalam Pasal 50,

prasarana pengolahan Hasil Perikanan seb a dimaksud dalam Pasal
52, dan sistem logistik Ikan nasional ana dimaksud dalam Pasal

54, diatur dengan Peraturan Menteri
B Qenam
Usaka P

o

m = 0o Qo0

asaran lkan
Pasal 56
(1) Usaha Pemasarg&n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf e terdirigdari:

a. penyim a

b. trans %
iStri

ian; dan

d.

(2) L% pemasaran lkan bertujuan untuk mendistribusikan Hasil
Peritkanan agar dapat dimanfaatkan, dinikmati, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 57
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
mengembangkan sistem pemasaran produk Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 58
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyediakan atau memfasilitasi prasarana pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 59

(1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi
kegiatan usaha pemasaran Hasil Perikanan di dalam negeri maupun ke
luar negeri.

(2) Pengeluaran hasil produksi wusaha Perikanan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila prodeksi dan
pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuha d&
nasional.

(3) Pemasukan Hasil Perikanan dari luar negeri harus m@a an hasil

umsi

panen, hasil tangkapan, musim Ikan, iklim, da di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesi

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengglte
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peg
sebagaimana dimaksud pada ayat (§) dia
Pemerintah.

hasil produksi
kan Hasil Perikanan
r dalam Peraturan

dimaksud dalam Pasal 56 dan siste emasaran produk Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam

AB VI
KONSERVASI PERIKANAN

& Pasal 61

(1) Pemerinta F%dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan
kewena elakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan, untuk
menjami indungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal
Ketentuan lebih lanjut mengenai jgsaemasaran Ikan sebagaimana

Ik
(2) Qwasi Sumber Daya lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakwikan melalui konservasi:

a. jenis lkan;

b. sumber daya genetik lkan; dan

c. ekosistem.

Pasal 62

Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf
a dilakukan melalui:
a. penggolongan jenis Ikan;
b. penetapan status perlindungan jenis Ikan;
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c. pemeliharaan; dan
d. pengembangbiakan.

Pasal 63
Konservasi sumber daya genetik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
a. pemeliharaan;
b. pengembangbiakan;
c. penelitian; dan
d

pelestarian gamet. Q}
Pasal 64 2
(1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksu 61 ayat (2) huruf c
dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terka#t dengan Sumber Daya

Ikan.
(2) Konservasi ekosistem sebagaimana d pada ayat (1) dilakukan

melalui kegiatan:
. perlindungan dan/atau ret@si habitat dan populasi Ikan;
N

a
b. penelitian dan pengemba
c. pemanfaatan Sumber a Ikan dan jasa lingkungan;
d. pengembangan sosi offomi masyarakat;
e. pengawasan dap perlgendalian; dan/atau
f. monitoring d&ﬂuasi.

Pasal 65

Ketentuan lebi wt mengenai Konservasi Perikanan sebagaimana
dimaksud da al 61 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
KAPAL, PELABUHAN, DAN SYAHBANDAR PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kapal Perikanan

Pasal 66
Kapal Perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:
a. kapal penangkap Ikan,;
b. kapal pengangkut Ikan;
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c. kapal penyangga;

d. kapal pengolah Ikan;

e. kapal latih Perikanan;

f. kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan

g. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan
Ikan.

Pasal 67
(1) Setiap Orang yang membangun, memasukkan dari luar negeri, atau
memodifikasi Kapal Perikanan, wajib mendapat persetujua gx
(2) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaim;%aksud
pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di 1 negeti setelah

mendapat pertimbangan teknis laik berlayar d nteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bida @ ayaran.

Pasal 68

(1) Setiap Orang yang berkewarganegaraan nega@onesia yang memiliki
Kapal Perikanan yang dioperasikan di WBPNKRWdan Laut Lepas, wajib
didaftarkan terlebih dahulu sebagai Ka ikanan Indonesia.

(2) Pendaftaran Kapal Perikanan seb a dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan dokumen:
a. bukti kepemilikan; 6
b. identitas pemilik; dan
c. surat ukur.

(3) Kapal Perikanan yanggelz: daftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan sust anda kebangsaan sesuai dengan ketentuan

peraturan peru -undangan.
Pasal 69
Pendaftara rikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan
sudah t% i negara asal untuk didaftar sebagai Kapal Perikanan

dala sal 68 ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan

Indongsi selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud
penghaEZsan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

Pasal 70
Setiap Kapal Perikanan Indonesia harus diberi tanda pengenal kapal
Perikanan.

Pasal 71
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Kapal penangkap lkan berbendera Indonesia yang dipergunakan oleh
Nelayan Kecil dapat menggunakan 2 (dua) jenis alat Penangkapan Ikan
yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim.

Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal Perikananan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelabuhan Perikanan Q}
Pasal 73

(1) Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegia elolaan dan
pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingk @ nya, mulai dari
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengola#fag ,Sdan pemasaran.

(2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksu ayat (1) mempunyai
fungsi:
a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.

(3) Fungsi pemerintahan pada ela an Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) qhufuf a, merupakan fungsi untuk

melaksanakan pengature% naan, pengendalian, pengawasan,

serta keamanan dan ké§elamatan operasional Kapal Perikanan di
pelabuhan Perikanan.

(4) Fungsi pengusahaan pa@la Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) &f b, merupakan fungsi untuk melaksanakan
pengusahaan rupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal
Perikanan dan §aSa™terkait di pelabuhan Perikanan.

(5) Fungsi ahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. an pembinaan mutu hasil Perikanan;

ngumpulan data tangkapan, Hasil Perikanan, dan data kelautan
rta perikanan lainnya;
c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat
Nelayan;
d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal Perikanan;
e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya
Ikan;
f. pelaksanaan kesyahbandaran;
g. tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
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h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan
kapal pengawas kapal Perikanan;

i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan Perikanan;

j- pemantauan wilayah pesisir;

k. pengendalian lingkungan;

1. kepabeanan; dan/atau

m. keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemegintahan

lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan se xngan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ay@ iputi:

a. pelayanan tambat dan labuh kapal Perikanan;

b. pelayanan bongkar muat Ikan;

c. pelayanan pengolahan hasil Perikanan;

d. pemasaran dan distribusi Ikan,; Q

e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di peldbuhar¥Perikanan;
f. pelayanan perbaikan dan pemelihara al Perikanan;
g. pelayanan logistik dan perbekal Perikanan;

h.

i.

wisata bahari; dan/atau
penyediaan dan/atau p@an jasa lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan pe undangan.

asal 74
Pemerintah  Pus n Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya enyelenggarakan dan membina pengelolaan
a

pelabuhan Pemgikan

Dalam pe %aan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) 0%1 enetapkan:

a. rencara i k Pelabuhan Perikanan secara nasional;

b. kasi pelabuhan Perikanan;

(& gelolaan pelabuhan Perikanan;

d. p8ssyaratan dan/atau standar teknis dalam = perencanaan,
pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan
Perikanan;

e. wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi
bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan
pengoperasian pelabuhan Perikanan; dan

f. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
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Pasal 75

(1) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap lkan dan/atau
kapal pengangkut Ikan, wajib mendaratkan seluruh Ikan tangkapannya
di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang
ditunjuk.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

teguran tertulis;

denda administratif; \

pembatasan kegiatan usaha; Q~

penghentian sementara kegiatan usaha,;

pembekuan izin usaha; dan/atau Q~

g. pencabutan izin usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana® nksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dt (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

°© oo TP

Pasal
Ketentuan lebih lanjut mengzrm'@lj’e o’ an Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 sampai derfgan Pasal 75 diatur dalam Peraturan

Menteri.
ian Ketiga
hbandar Perikanan

& Pasal 77

(1) Dalam ra eSelamatan operasional kapal Perikanan, ditunjuk
syahba d% labuhan Perikanan.

(2) Syahban Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 yai tugas dan wewenang:
as enerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

b engatur kedatangan dan keberangkatan kapal Perikanan;

c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal Perikanan;

d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanandan memeriksa alat

Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;

memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;

memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan Ikan;

g. mengatur olah gerak dan lalulintas Kapal Perikanandi pelabuhan
Perikanan;

h. mengawasi pemanduan;

=0
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i. mengawasi pengisian bahan bakar;

j- mengawasi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas
pelabuhan Perikanan;

k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

. memimpin penanggulangan pencemaran dan  pemadaman
kebakaran di pelabuhan Perikanan;

m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim,;
memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal Perikanan;

o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatan dan
Keberangkatan Kapal Perikanan; dan g\

p. memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.

(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana di
(1), diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan
di bidang pelayaran.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandargéi abuhan Perikanan
dikoordinasikan oleh pejabat yang bertangjawab di Pelabuhan
Perikanan setempat.

(5) Penyelenggaraan kesyahbandaran di Pe Perikanan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan c@r’ ng-undangan.

sud pada ayat
merintahan

asalh 78

(1) Setiap Kapal Perikanan ya gakukan kegiatan Perikanan wajib
memiliki surat laik operasNKapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

(2) Surat laik operasi sefagdi a dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pengawas Pegikanagm setelah memenuhi persyaratan administrasi
dan kelayakan t&

Y Pasal 79
(1) Setiap n% yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan

ukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan lkan

(2) persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
arkan oleh syahbandar setelah Kapal Perikanan mendapatkan

surat laik operasi.

Pasal 80
Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar
pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar diterbitkan oleh
syahbandar setempat, setelah memperoleh surat laik operasi dari pengawas
Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

29



RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai syahbandar Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77, surat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78, dan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
SISTEM DATA DAN INFORMASI PERIKANAN

Pasal 82 \

(1) Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah ses engan
kewenangannya berkewajiban memban nyusun,
mengembangkan, dan menyediakan sistem informasi
Perikanan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada . dlselenggarakan
dengan cara pengumpulan, pengolahan 131s penyimpanan,

penyajian, dan diseminasi data:
potensi Perikanan;

. pergerakan Ikan;

. sarana dan prasarana Perikanan;
produksi Perikanan; 6

. pascaproduksi Perikanan;

pengolahan Perikanan; 0

. pemasaran Perikan
.sosial ekonomi gyangy berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
A

SRt o0 o

Sumber Daya dan pengembangan sistem bisnis Perikanan; dan

data lainny$ ng Perikanan.
%} Pasal 83

usat dan Pemerintah  Daerah sesuai dengan
nya mengadakan pusat informasi Perikanan untuk
elenggarakan sistem data dan informasi Perikanan yang
atis, lengkap, dan terintegrasi.
(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
pengelolaan Perikanan;
usaha Perikanan;
penelitian dan pengembangan Perikanan;
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Perikanan
konservasi Perikanan;
kerjasama internasional; dan

=

(1)

Moo o
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g. pengawasan dan evaluasi Perikanan.

Pasal 84
Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(1) meliputi:
a. basis data;
b. sistem aplikasi yang terintegrasi;
c. jejaring sumber informasi; dan
d. sumber daya manusia untuk manajemen sistem data dan infﬁasi.

Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huml@ roleh

melalui kegiatan inventarisasi Perikanan.

Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pali edikit memuat
informasi mengenai:

a. wilayah pengelolaan Perikanan;

b. potensi dan ketersediaan Sumber Daya Ikagq

. jumlah benih dan induk ikan;
. status dan kriteria Perikanan;
. jenis Ikan;

jumlah produksi Perikanan;

. konsumsi Ikan nasional;

. peluang dan tantangan pas@kanan;
data pemasukan dan pe an lkan dari dalam atau ke luar
negeri. 0

j. data perizinan Peri ;

k. prakiraan cuacaydan

1. harga hasil Pe&an.

Basis data s aintana dimaksud pada ayat (3), wajib diperbaharui

oleh Me i (bersama dengan lembaga pemerintah di bidang

R th O QO

pengem u pengetahuan.
Basis d agaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui
se -Kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 85

Penyelenggaraan sistem data dan informasi Perikanan dilaksanakan
oleh Menteri.

Penyelenggaraan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah di
bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 86
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnnya
menjamin kerahasiaan informasi Perikanan yang berkaitan dengan:

a. data log book penangkapan dan pengangkutan lkan;

b. data yang diperoleh dari pengamat; dan/atau

c. data perusahaan dalam proses perizinan usaha Perikanan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87
Pemerintah Pusat wajib membangun jaringan informasi Perikanaﬁngan

lembaga lain, di dalam maupun di luar negeri. Q~
Pasal 88

Sistem informasi Perikanan harus dapat diakses deng dan cepat
oleh seluruh pengguna informasi Perikanan.

Pasal 89 Q
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem datfd dan“nformasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan 8 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
AB\X
PUNG RIKANAN
asal 90

Ikan dan ling annya di WPPNKRI dan/atau di luar WPPNKRI
dikenakan pu tanPerikanan.
(2) Pungutan 1 anl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. peneri gara bukan pajak; dan
usaha Perikanan.
n Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan
elayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan

(1) Setiap Orang yanz memperoleh manfaat langsung dari Sumber Daya

Pasal 91
Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 digunakan
untuk penyelenggaraan Perikanan dan kegiatan Konservasi Sumber Daya
Perikanan.

Pasal 92
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, masing-masing diatur
dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN \

Pasal 93 Q~
Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah uai® dengan
kewenangannya menyelenggarakan kegiatan itian dan

pengembangan Perikanan dalam rangka angkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dibutu ntuk mendukung
pembangunan Perikanan berkelanjutan.

Penelitian dan pengembangan sebagaim@na aksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan kema dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Perikanan sebagai upaya
mempercepat pembangunan Perikana rkelanjutan.

Penelitian dan Pengembangan Pe
ayat (1), harus memperhati
dan kode etik.

Pasal 94
Pelaksanaan k&g penelitian dan pengembangan Perikanan
ak

anan sebagaimana dimaksud pada
starian lingkungan, kearifan lokal,

sebagaimana @i std dalam Pasal 93 dilaksanakan oleh:
a. perorangan;

b. per r\%ﬁ gi;

c. lemba daya masyarakat; dan/atau

d. penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta.
sana penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:

a. pelaku usaha Perikanan;

b. asosiasi Perikanan; dan/atau

c. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan atau lembaga

penelitian nasional dan/atau internasional dalam rangka kegiatan

penelitian dan pengembangan Perikanan di WPPNKRI.
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Pasal 95

(1) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan bersifat terbuka untuk
semua pihak kecuali penelitian tertentu yang dinyatakan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tidak untuk
dipublikasikan.

(2) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan dapat dipergunakan
untuk:
a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan

Daya lkan dan lingkungannya serta mengembangk nologi
Pengelolaan Perikanan dan konservasi Sumber Day n;

c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang @n teknologi
tepat guna sebagai kunci dalam menyusun £ehfjakan pengelolaan
dan pengembangan usaha Perikanan ag obih efektif, efisien,

ekonomis, berdaya saing tinggi, dan lingkungan serta
menghargai kearifan tradisi/budaya lokgl.

Pasal «@

(1) Warga negara asing dan/atau ada kum asing yang melakukan
penelitian Perikanan di P I harus memperoleh izin dari

Pemerintah Pusat dan/atau tah Daerah.
(2) Penelitian yang dilakukamy oleh warga negara asing dan/atau badan
a dimaksud pada ayat (2), harus

hukum asing seba @
mengikutsertakan :ene iti Indonesia.
ikan

teknologi di bidang Perikanan;
b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasal?&mber
n

(3) Warga negara dan/atau badan hukum asing yang melakukan
penelitian P di WPPNKRI, wajib menyerahkan hasil

penelitian afda Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai wenangannya.
(4) Pemerin sat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

nya melakukan pengawasan terhadap penelitian dan

mbangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau

hukum asing di WPPNKRI.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan
peran serta masyarakat.

(6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi
administratif.

(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif; dan
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c. deportasi bagi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9wmpai

dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Q~
BAB XI
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN AN
Pasal 98
(1) Pemerintah  Pusat dan Pemerintah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban untuk nyeleiggarakan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan guna ment an dan mengembangkan
kompetensi sumber daya manusia Perikanan.

diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah provnsi atau kabupaten/kota;

c. swasta; dan/atau

(2) Pendidikan dan pelatihan sel@na imaksud pada ayat (1) dapat

d. swadaya.
(3) Pendidikan dan %han sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
emberian pelatihan, penyuluhan, beasiswa, dan/atau

sedikit berup
bantuan '%endidikan di bidang praproduksi, produksi,
pascapro engolahan, dan pemasaran Ikan.

Pasal 99

(1) P@dikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
(1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal atau non
formal.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan
secara partisipatif dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah terhadap sumber daya manusia di bidang
Perikanan.

Pasal 100

35



RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

BAB XII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 101
Untuk menyelenggarakan pengelolaan Perikanan, Pemerint Pusat
dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenang aNdapat

melakukan kerja sama internasional dengan:

a. pemerintah negara lain;

b. lembaga atau organisasi internasional di bidang P ; dan/atau
c. warga negara atau organisasi non-pemerintah Q‘Ae ra lain.

Kerja sama internasional sebagaimana dima ada ayat (1) dapat
berupa:

a. publikasi secara berkala hal-hal ydng te¥kait dengan langkah
konservasi dan pengelolaan Sumber n;

b. kerja sama dalam rangka konses «@ g pengelolaan Sumber Daya
Ikan di Laut Lepas, Laut Lepas ’, bersifat tertutup atau semi
tertutup, dan wilayah kant@%D

c. kerja sama pencegahan d
Perikanan;

d. tukar menukar info@i idang Perikanan;
g

erantasan tindak pidana di bidang

bangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

e. penelitian dan n
bidang Perika&
f. pendidikan guglatiffan, dan penyuluhan di bidang Perikanan; dan

g. keanggotaan\y pdda badan/ lembaga/organisasi regional dan

interna$i i bidang Perikanan.
Kerja, s ternasional di bidang Perikanan dilaksanakan sesuai
de tentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan,
Qtau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 103
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Pengawasan Perikanan dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan
penyelenggaraan Perikanan dan terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Pasal 104
Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan
terhadap:
a. Penangkapan Ikan;
. Pembudidayaan Ikan;

. pengolahan Ikan; \

. pemasaran Hasil Perikanan; Q~
mutu dan keamanan Hasil Perikanan;

produksi, pemasaran, dan penggunaan pakan serta %;

Konservasi Perikanan; dan

. penelitian dan pengembangan Perikanan. Q
Pasal 105

(1) Pengawasan Perikanan sebagaimana sud dalam Pasal 103
dilakukan oleh pengawas Perikana

(2) Pengawas Perikanan sebagaimaga di sud pada ayat (1) merupakan
<

SRt a0 o

pegawai negeri sipil yang bekerjaNdi bidang Perikanan, yang diangkat
dan diberhentikan oleh Men pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengawas Perikanan seba8aimadna dimaksud pada ayat (1) dapat dididik
untuk menjadi Penyi gawai Negeri Sipil Perikanan dan ditetapkan

sebagai pejabat fu&sio | pengawas Perikanan. .

Pasal 106
(1) Dalam menyelefigdarakan pengawasan Perikanan, pengawas dapat
melibat serta masyarakat.
(2) Peran s asyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

be rangan atau kelompok.
2 Pasal 107

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
melaksanakan tugas di:

a. WPPNKRI;

b. kapal Perikanan;

c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

d. pelabuhan tangkahan;

e. sentra usaha Perikanan;

f. unit pengolahan Ikan;
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g. area pembenihan Ikan;
h.area pembudidayaan Ikan; dan
i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107, pengawas Perikanan berwenang:
a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;

b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikagan;

c. memeriksa kegiatan usaha Perikanan; a\

d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan unQﬁgiatan
Perikanan;

e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan Q,‘

f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;

g. mengambil contoh Ikan dan/atau bahan diperlukan untuk
keperluan pengujian laboratorium;

h. memeriksa peralatan dan keaktifan f[siste pemantauan kapal
Perikanan;

i. menghentikan, memeriksa, memba han, dan menangkap kapal

dan/atau orang yang diduga atau t diduga melakukan tindak
pidana Perikanan di WPPNK@:\pai dengan diserahkannya kapal
e

dan/atau orang tersebut di an tempat perkara tersebut dapat

epada pemberi izin di bidang Perikanan
ksi sesuai dengan ketentuan peraturan

untuk memberik.
pemndang—undz&n;kdan /atau
k. melakukan ti kan%khusus terhadap Kapal Perikanan yang berusaha

melarikan g, di an/atau melawan dan/atau  membahayakan
keselama pal pengawas Perikanan dan/atau awak kapal
Perikana

Qa Pasal 109

Pemeriff¢ah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana
pengawasan Perikanan.

Pasal 110
Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilengkapi dengan kapal pengawas
Perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.
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Pasal 111

(1) Pengawas Perikanan dan/atau penyidik dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman Kapal Perikanan
berbendera asing yang patut diduga telah melakukan tindak pidana di
bidang Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal Kapal
Perikanan berbendera asing:

kapal, pengawas, dan/atau awak kapal Perikanan; dan/a
c. secara nyata menangkap dan/atau mengang ketika
memasuki WPPNKRI.

(3) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ¢
menimbulkan kerusakan terhadap Sumbef Daya¥Perikanan.

a. berusaha melarikan diri;
b. melakukan perlawanan yang dapat membahayakan @atan
Ik

Pasal
Ketentuan lebih lanjut mengenai ¢pen san Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 sz%dengan Pasal 111 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
B XIV
NGAN

& Pasal 113
(1) Setiap Orangsdilatang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau

Pembudidayaa an dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugik n/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya lkan
d

u lingkungannya di WPPNKRI.
(2) gan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

alatiy cara, dan/atau bangunan untuk Penangkapan Ikan dan/atau
Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan untuk kepentingan penelitian.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan jenis bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dilarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 114
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Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan
alat penangkapan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang
mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya lkan di kapal
penangkap Ikan di WPPNKRI.

Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu
Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
Sumber Daya lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 115
Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang m@ﬂ{an
I

pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ika /atau

lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Rep n esia.
Setiap Orang dilarang membudidayakan lkan d % Ikan hasil
rekayasa genetik yang dapat membahayakan r Daya Ikan,
Lingkungan Sumber Daya Ilkan, dan/ata atan manusia di
WPPNKRI.

Setiap Orang dilarang memproduksi,
memasarkan, dan/atau menggunakan dan obat Ikan dalam
Pembudidayaan Ikan yang dapat @ palayakan Sumber Daya lkan,

lingkungan Sumber Daya Perik:Ean, /atau kesehatan manusia di

men akan, mengedarkan,

WPPNKRI.

Ketentuan mengenai perb ang mengakibatkan pencemaran
dan/atau kerusakan SuMberyDaya Ikan dan/atau lingkungannya
sebagaimana dimaksu@da yat (1), membudidayakan Ikan dan/atau

Ikan hasil rekayaga gefetik yang dapat membahayakan Sumber Daya
Ikan, Lingkung&mber Daya lkan, dan/atau kesehatan manusia
ak

sebagaimana ¢i std pada ayat (2), dan memproduksi, memasarkan,
dan/atau n akan pakan dan obat lkan dalam Pembudidayaan
Ikan at membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan
Sumber Ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana
di djpada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 116

Setiap Orang dilarang memperdagangkan, memasukkan, dan/atau
mengeluarkan jenis lkan yang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
t.

Setiap Orang dilarang menangkap, mengeluarkan, mengedarkan Ikan
yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf u
di dalam dan/atau ke luar WPPNKRI.
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Pasal 117
Setiap Orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan
manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan
pengolahan Ikan.

Pasal 118
Setiap Orang dilarang:

a. memalsukan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; dan/atau Q}

b. menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI palsu.

BAB XV Q‘
PENGADILAN PERIKANAN Q

Pasal 119

(1) Untuk mengadili tindak pidana di Bidang¥ Perikanan, dibentuk
pengadilan khusus yang berada di lingk dilan umum.

(2) Pengadilan khusus sebagaimana pada ayat (1) merupakan
pengadilan Perikanan yang bergwen untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus tindak pidana di bi g Perikanan.

(3) Pengadilan Perikanan se iggfana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan di pengadi negeri.

(4) Pembentukan pengadi Pefikanan dilakukan secara bertahap sesuai

(5) Pembentukan p dilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan@ Keputusan Presiden.
% Pasal 120

engadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berlaku di WPPNKRI.
pengadilan Perikanan dibagi berdasarkan yurisdiksi
pengadilan yang berada di WPPNKRI.
(3) Pembagian yurisdiksi pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

dengan kebutuhan;j:an mampuan keuangan negara.
a

(1)

(2)

Pasal 121
Dalam hal tindak pidana Perikanan terjadi di WPPNKRI yang belum
memiliki pengadilan Perikanan, tindak pidana Perikanan yang terjadi
diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.
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BAB XVI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 122
Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lawalam

Undang-Undang ini. Q~
Pasal 123 Q‘
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan QP KRI dilakukan

oleh:
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indon
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan§ dan /&tau
c. Penyidik Perwira TNI AL.
(2) Penyidikan terhadap tindak pidan idang Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) %t i di Pelabuhan Perikanan,

diutamakan dilakukan oleh Pgnyi Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dim pada ayat (1) harus melakukan
koordinasi dalam penanfSanar) penyidikan tindak pidana di bidang

Perikanan.
(4) Untuk melakukany koofdinasi dalam penanganan tindak pidana di
bidang Perikan&ffbagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
k

membentuk fv rdinasi.
% Pasal 124

Penyidik seb ana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) berwenang:

aporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di

g Perikanan;

nggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar
keterangannya;

c. membawa dan menghadapkan tersangka dan/atau saksi untuk
didengar keterangannya;

d. menggeledah sarana dan prasarana Perikanan yang diduga digunakan
dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang

Perikanan;
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e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan
kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
Perikanan;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;

g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang
Perikanan;

h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak
pidana di bidang Perikanan;

i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

j- melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diguna@atau

hasil tindak pidana; dan

k. melakukan penghentian penyidikan. Q

Pasal 125
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) yang melakukan
penangkapan atau penahanan kapal asihg di¥ ZEEI, harus segera
memberitahukan kepada Negara bendera enai penangkapan atau
penahanan tersebut.

Pasal 1
(1) Penyidik sebagaimana div% dalam Pasal 123 ayat (1)

memberitahukan dimulainya idikan kepada penuntut umum paling
lama 7 (tujuh) Hari sejak\ditelhukan adanya tindak pidana di bidang
Perikanan.

paling lama 20 ( uluh) hari.

(3) Jangka wakt nalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika
diperluka%‘%epentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat

(2) Untuk kepentingap pefyidikan, penyidik dapat menahan tersangka
e pba

diperpanj penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.

(4) Ketentu agaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
m emungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum
[thr waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
telaky terpenuhi.

(5) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) penyidik harus sudah mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.

(6) Penyidik menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling
lama 60 (enam puluh) Hari sejak pemberitahuan dimulainya
penyidikan.

(7) Jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam hal penyidikan

43



RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

membutuhkan kerjasama dengan negara lain dan/atau terkait dengan
tindak pidana non Perikanan.

(8) Permohonan jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri.

Bagian Kedua
Penuntutan

Pasal 127
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikan Mukan
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentuka invdalam

Undang-Undang ini. Q~

Pasal 128
(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidananan dilakukan oleh
Ag .

penuntut umum yang ditetapkan oleh Jakga g
(2) Penuntut umum perkara tindak i di bidang Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( memenuhi persyaratan:

a. berpengalaman menjadi penuntut sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;

b. telah mengikuti pendidika elatihan teknis di bidang Perikanan;
dan

c. cakap dan memiling s moral yang tinggi selama menjalankan

tugasnya.
& Pasal 129

(1) Penuntut l%elah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib
memberit% hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5
(lima) Hawi itung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

(2) D alhasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut

harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang

ai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas
perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai jika dalam waktu S (lima) Hari
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila
sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan
tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
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Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut
lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut
umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan
Perikanan.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh)
hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila di&h‘lkan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat jang
oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling la (tiga

puluh) hari.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) %at (7) tidak

menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan @ tahanan sebelum
jangka waktu penahanan berakhir jika kepe “l’ af, pemeriksaan telah

terpenuhi.
Penuntut umum menyampaikan berKas pe€rkara kepada ketua
pengadilan negeri yang berwenang pa a 50 (lima puluh) Hari
sejak tanggal penerimaan berkas d ik dinyatakan.

asalN1 30

Selain alat bukti yang telah di g dalam hukum acara pidana yang
berlaku, untuk memudahkah, pemmbuktian pada proses pemeriksaan di
pengadilan dapat mengg @ an alat bukti elektronik.

(1)

(2)

(1)

(2)

dari tinda di bidang Perikanan dirampas untuk negara atau

dimusn h mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.
Peng@A egeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ialgan

&y Pasal 131
Benda dan/a alat%yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
s

ela

tempat penyimpanan barang bukti berupa benda

m
Qtau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari
tin pidana di bidang Perikanan yang telah dirampas.

Pasal 132
Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 dapat dilelang untuk negara.
Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang mudah rusak atau memerlukan biaya
perawatan yang tinggi dapat dilelang terlebih dahulu dengan
persetujuan ketua pengadilan negeri.
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(3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke
kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 133 \
Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pida idang

Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yan rlak®?, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 134 2
Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaan tanpa kehadiran

terdakwa.
Pasal 135
(1) Dalam jangka waktu paling lama puluh) Hari terhitung sejak
tanggal penerimaan pelimpahangper dari penuntut umum, hakim
harus sudah menjatuhkan pu%k
(2) Putusan perkara sebagaima i sud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh hakim tanpa kehadir@akwa.

Pasal 136
(1) Untuk kepentiﬁ pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan
berwenang menmgtapkan penahanan selama 35 (tiga puluh lima) hari.
(2) Jangka w. %hanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika
diperlukal kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpan leh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling

la puluh) hari.

(3) Qtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
memutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum
jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan sudah terpenuhi.

Pasal 137
(1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan
tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu
paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
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Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim berwenang
menetapkan jangka waktu penahanan paling lama 35 (tiga puluh lima)
hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat
diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling
lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarlﬁ dari

tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika emgingan
pemeriksaan di tingkat banding telah terpenuhi.

K

Pasal 138
Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohoasasi ke Mahkamah
Agung, perkara tersebut diperiksa dan @iputu¥ dalam jangka waktu

paling lama 45 (empat puluh lima) Ha itung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh Mahkamah A

Untuk kepentingan pemeriksaag di at kasasi, hakim berwenang
menetapkan jangka waktu pe%an paling lama 35 (tiga puluh lima)

hari.
Jangka waktu penahana@xgaimana dimaksud pada ayat (2) jika
diperlukan guna kep gaff pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang oleh JKet Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh)
hari.
pe

Ketentuan wa hanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

(3) tidak nWplp” kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan
sebelu j waktu penahanan berakhir jika kepentingan
pemerik 1 tingkat kasasi telah terpenuhi.

Q‘ Pasal 139

Sel awak kapal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana Perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat
dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab
di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal
awak kapal.
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(3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 140
Setiap nahkoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akanﬁlayar

melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan dari
Pelabuhan Perikanan, yang melanggar kewajiban me surat

persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam P 79%ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) ta atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupi

QO

ar larangan melakukan
Penangkapan lkan dan/atau Pembudidays Ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bghan edak, alat, cara, dan/atau
bangunan yang dapat memgikg\/ atau membahayakan kelestarian
Sumber Daya lkan dan/atau gannya di WPPNKRI. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1} dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun d at"denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).
& Pasal 142

Setiap Orang dengan sengaja melanggar larangan memiliki,
menguasai, fiembawa, menggunakan alat penangkapan, dan/atau alat

bantu P@n Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
ay

Pasal 141

Sumber Ikan di kapal penangkap lkan di WPPNKRI sebagaimana
dim am Pasal 114 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3§ (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Pasal 143
(1) Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya lkan
dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang melanggar larangan membudidayakan lkan dan/atau Ikan
hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan,
Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di
WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Setiap Orang melanggar larangan memproduksi, mengadakan,
mengedarkan, memasarkan, dan/atau menggunakan pa@ obat

Ikan dalam Pembudidayaan lkan yang dapat membahaya mber
Daya lkan, lingkungan Sumber Daya Perikanan, d@ esehatan

manusia di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam 51 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 u@ ) fahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limg lll ilfar rupiah).

Pasal 144

Setiap Orang yang dengan ja  melanggar larangan
memperdagangkan, memasukkan, tau mengeluarkan jenis Ikan
yang dilarang untuk diperda%r\l, dimasukkan, dan dikeluarkan ke
dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal léat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama S5 (lig tdhun dan/atau denda paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Setiap Orang y dengan sengaja melanggar larangan menangkap,
mengeluarka mengedarkan Ikan yang dilindungi sebagaimana
dimaksud _dal sal 116 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
paling I% (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp7.000° 00,00 (tujuh miliar rupiah).

Q Pasal 145

Setiap ®rang yang dengan sengaja melanggar larangan menggunakan
bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat
yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam
melaksanakan penanganan dan pengolahan lkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah).

Pasal 146
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Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan memalsukan SIUP,
SIPI, dan/atau SIKPI dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI
palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 147

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan
Penangkapan lkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Neg xublik
Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI, yang melangga ajiban
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 t (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) ta @atau paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pepemg Ikan berbendera
Indonesia di WPPNKRI, yang melanggar ke membawa SIPI asli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ajat (3),¥dipidana dengan paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda pa yak Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).

Ikan Dberbendera Indones ng digunakan untuk melakukan

asal\l 48
Setiap Orang yang memiliki da gmengoperasikan kapal pengangkut
RI%ya

pengangkutan Ikan di W ng melanggar kewajiban memiliki SIKPI
sebagaimana dimaks da Pasal 46 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lar&(empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000 tigadmiliar rupiah).

a Pasal 149

Setiap Ora g membangun, memasukkan dari luar negeri, atau
memogh sigKapal Perikanan, yang melanggar kewajiban mendapat
persQan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1),
dipidan® dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 150
Setiap Orang yang berkewarganegaraan negara indonesia yang memiliki
Kapal Perikanan yang dioperasikan di WPPNKRI dan Laut Lepas, yang
melanggar kewajiban mendaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal
Perikanannya Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1),
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 151
Setiap nakhoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar
melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari
Pelabuhan Perikanan, yang melanggar kewajiban memiliki surat
persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ at\denda

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Q~

Pasal 152
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dala 18 ayat (1),
a

pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud da 1 67 ayat (1),
dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaks m Pasal 68 ayat (1)
yang melibatkan pejabat, pidananya ditamba@ (satu pertiga) dari
ancaman pidana pokok.
Pasal
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaim dimaksud dalam Pasal 140
sampai dengan Pasal 151 @kan oleh atau atas nama suatu
Korporasi, pidana dikenak adap Korporasi dan/atau personil

pengendali Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan ter p KOrporasi jika tindak pidana:
a. dilakukan atau dipertitahkan oleh personil pengendali Korporasi;
b. dilakukan dal&ajlgka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
i ddengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi

c. dilakukan uai
perintalg d atau
d. dilak an maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

(3) Dalam h tutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka
KQ sigersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 154

(1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan
Pasal 151, ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
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c. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau

f. pengambilan Korporasi oleh negara.

Pasal 155
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal
142, Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 dilakukan oleh Nelanyecil,

Nelayan Tradisonal, dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil, dipi ngan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda p g PBanyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Q~

Pasal 156
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana den da dimaksud wajib
disetorkan ke kas negara sebagai penerime@egara bukan pajak
kementerian yang membidangi urusan Perikaflan.

Pasal 1
(1) Tindak pidana sebagaimana%sud dalam Pasal 141, Pasal 142,
Pasal 143, Pasal 144, Pasal asal 146, Pasal 147, dan Pasal 148
adalah kejahatan. Q
(2) Tindak pidana seba na®dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 149,

Pasal 150, dan Pasal 15%,adalah pelanggaran.

Pasal 158
Benda dan/at %ang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
dari tindak % rikanan dapat dirampas untuk negara.
6 BAB XVIII
Q KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah
hukum pengadilan Perikanan yang masih dalam tahap penyidikan atau
penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum
berlakunya Undang-Undang ini;

b. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah
hukum pengadilan Perikanan yang sudah diperiksa tetapi belum
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diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh
pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang
berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan

c. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah
hukum pengadilan Perikanan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan
Perikanan yang berwenang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP Q}
Pasal 160
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Q‘
a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 te rubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentasg ikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009r 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 5078); dan

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200 ng Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indogesia or 4433);

dicabut dan dinyatakan tidak ber%

P3sal 161
Pada saat Undang-Unda mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan

telah diubah denga dang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih tetap
berlaku sepanjarv bertentangan atau belum diganti berdasarkan

Undang—Unde%
Pasal 162

(1) Se turan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan
tahz

Undang-Undang Nom< 3 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
tida

tuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua)
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Semua Peraturan Menteri yang diamanatkan untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 163
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK II@QA,

ttd Q~
JOKO WIDODQ
Diundangkan di Jakarta Q
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd 00
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGAR&’UBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

54



L.

RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\

NOMOR...TAHUN...
TENTANG Q~
PERIKANAN
UMUM Q~
o

Pembangunan nasional bertujuan untu judkan masyarakat
adil dan makmur yang berdasarkan Pancs lan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. lam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional tersehutmskekayaan sumber daya
Perikanan Indonesia sebagai karunis @ . mat Tuhan Yang Maha Esa
yang harus dilindungi, dikelola, dimanafgatkan, dan dilestarikan secara
bertanggungjawab dan berkeadilan\demi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, sebagaimana tercant iddalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik In Tahun 1945.

Pengelolaan danf pg¢ aatan sumber daya Perikanan sampai

dengan saat ini masih Ygrkendala pengaturan mengenai perencanaan,
ﬂi;a

S

pengelolaan, us sistem data dan informasi, konservasi, kerja sama
internasional, ntar nelayan, pengawasan, pencurian ikan, dan
penegakan 1% di bidang Perikanan yang belum optimal dan
kompre e% al ini mendorong adanya upaya penyempurnaan
terhadap ng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
se a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
mengingat Undang-Undang dimaksud sampai dengan saat ini
beluls mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya
Perikanan serta kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat.
Penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan berdasarkan asas
kedaulatan; keberlanjutan; kesejahteraan; keadilan; kemanfaatan;
kebersamaan; kemitraan; kemandirian; ketahanan; keamanan;
pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; dan efisiensi. Adapun
Penyelenggaraan  Perikanan  bertujuan untuk: mengoptimalkan
pengelolaan Perikanan; menjamin kelestarian Sumber Daya lkan dan
Lingkungan Sumber Daya Ikan; meningkatkan ketersediaan dan
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konsumsi sumber protein Ikan yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan; meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk
industri pengolahan Ikan; meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
mendorong perluasan dan kesempatan kerja.

Sumber Daya Perikanan sebagai sumber daya alam strategis yang
terkandung di dalam WPPNKRI merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai dan dimiliki oleh negara. Penguasaan Sumber Daya Perikanan
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melalui fungsi kebijakan, &.\
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Pengaturan penyelenggaraan Perikanan dalam U ng-Undang ini
dilakukan  beberapa penyesuaian dan pen %zan guna
mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi '4@ prektik empiris di
masyarakat dan dinamika legislasi yang terkaijrlengan penyelenggaraan
pembangunan di sektor Perikanan. Sebagai rmpurnaan terhadap
Undang-Undang sebelumnya, terdapat bgberap® materi muatan yang
diubah, ditambahkan, dan disempurna lam Undang-Undang ini,
sehingga Lingkup pengaturan pe araan Perikanan meliputi:
pengelolaan, usaha, konservasi, kapa pelabuhan/kesyahbandaran;
sistem data dan informasi; ungWtan; penelitian dan pengembangan;
pendidikan, pelatihan, da luhan; kerjasama internasional;
pengawasan; larangan; adilan; dan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang ggadilan Perikanan; sanksi administratif; dan

ran,

ketentuan pidana.

Pengelolaa&rikanan dilakukan melalui penetapan kebijakan
dibidang peri an ® oleh Menteri, perencanaan perikanan yang
mencakup %mum perikanan nasional dan rencane pengelolaan
perikan % Pengelolaan Perikanan sebagai upaya dan proses yang

i ri hulu hingga ke hilir harus dilakukan dalam suatu
ebijakan yang jelas dan terarah. Kebijakan Pengelolaan
nan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia disusun oleh
Menteri untuk memanfaatkan sumber daya Perikanan secara optimal
dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya
Perikanan Indonesia. Pengelolaan Perikanan tidak hanya bertumpu pada
aspek Perikanan Tangkap namun juga Perikanan Budidaya. Cakupan
pengaturan dalam rangka pengelolaannya diatur dengan lebih
berimbang. Terkait konservasi, perlu juga dilakukan terhadap Sumber
Daya Ikan. Guna menjamin perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

Sumber Daya lkan dilakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan
melalui konservasi ekosistem, jenis lkan, dan sumber daya genetik Ikan.
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Usaha Perikanan sebagai kegiatan yang dilaksanakan dengan
sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi,
pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran diatur dengan lebih
menyeluruh menyangkut beberapa jenis usaha di bidang Perikanan
yakni usaha Penangkapan lkan, Pembudidayaan lkan, pengangkutan
Ikan, pengolahan Ikan dan pemasaran Ikan. Pengaturan terkait
perizinan dan pemenuhan standar mutu, kelayakan pengolahan dan
keamanan hasil Perikanan menjadi aspek yang sangat penting bagi
pengembangan usaha Perikanan ke depan. Demikian pula kebeﬁakan

dan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemeri erah
dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan usah%anan.
Undang-Undang ini juga melakukan pengelompokan aturan terkait
dengan Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan d%ahbandaran
dalam satu bab tersendiri di luar bab usaha Perikahag.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah géacta sesuai dengan
kewenangannya dapat melakukan kerja sternasional dengan
pemerintah negara lain; lembaga atau orgdnisas™Mnternasional di bidang
Perikanan; dan/atau warga negara atau tsasi non-pemerintah dari

negara lain dalam rangka memaj yelenggaraan Perikanan di

Indonesia serta mengembangks aan Sumber daya lkan dan

potensi Laut lainnya.

Dari sisi penega hukum, Undang-Undang ini
menyempurnakan pengatwran) hukum acara mulai dari proses
penyidikan, penuntut amnpemeriksaan di pengadilan, peningkatan
kapasitas, serta tugasQdan wewenang dari para penegak hukum,
pengawas Perika&lan eksistensi pengadilan Perikanan sebagai satu
kesatuan dala penegakan hukum di bidang Perikanan. Undang-
Undang inj %engatur berbagai larangan dan kewajiban sebagai
bentuk dari kemungkinan munculnya kejahatan dan
pelangga bidang Perikanan dan dilengkapi dengan sanksi

f dan ketentuan pidana yang lebih komprehensif dan kuat
deelumnya agar lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah hak
negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan Perikanan yang menjamin hak atas Pangan
bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem Perikanan yang sesuai
dengan potensi dan kearifan sumber daya lokal.
Huruf b \
Yang dimaksud dengan “asas kelestafia dan
keberlanjutan” adalah Pengelolaan Peri an dilakukan
secara terencana dan mam %ningkatkan
kemakmuran serta kesejahter @ kyat dengan
mengutamakan kelestarian 0 lingkungan hidup
untuk masa kini dan masa yan datang.
Huruf c

Yang dimaksud denga kesejahteraan” adalah
penyelenggaraan P dilakukan guna mencapai

kesejahteraan bagi Ne n, Pembudi Daya Ikan, Pelaku
Usaha Perikan%n seluruh masyarakat.

Hurufd
Yang dimdaks dengan “asas keadilan” adalah
Penge erikanan harus mampu memberikan

ng lan kesempatan yang sama secara proporsional
Huru

h seluruh warganegara tanpa kecuali.

ng dimaksud dengan "asas kemanfaatan” adalah asas
ng menunjukkan bahwa Pengelolaan Perikanan harus

0% mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan
Q kesejahteraan rakyat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” adalah
Pengelolaan Perikanan mampu melibatkan seluruh
pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan
masyarakat Perikanan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”asas kemitraan” adalah
Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan pendekatan
kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang
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mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha
secara proporsional.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah
kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
Ikan dari dalam negeri oleh sumber daya manusia dan
investasi dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dengan memanfaatkan potensiq sumber

daya Perikanan secara bermartabat.

Huruf i %
Yang dimaksud dengan “asas ketahan dal@h kondisi
terpenuhinya Ikan bagi negars %ai dengan
perseorangan, yang tercermin dari @ nya lkan yang
cukup, baik jumlah maupun ¥a, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjan@untuk dapat hidup
sehat, aktif, dan produktif §ecara¥erkelanjutan.

Huruf j
Yang dimaksud den keamanan” adalah kondisi
dan upaya yang dipe n untuk mencegah Ikan dari
kemungkinan gemaran biologis, kimia, dan benda lain
yang dap engganggu, merugikan, dan

membahayakan) kesehatan manusia sehingga aman
untuk stmsi.

Huruf k
Y&Odimaksud dengan “asas pemerataan” adalah
en

g€lolaan Perikanan dilakukan secara seimbang dan
erata, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi
% mber daya perikanan secara adil dan

mempertimbangkan kearifan loka dan budaya setempat.

rufl

Q Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah
Pengelolaan Perikanan dilakukan secara terpadu dengan
mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan diberbagai
sektor pemerintahan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dari hulu sampai hilir dalam upaya
meningkatkan efisiensi dan produktivitas sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf m
Yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan” adalah
Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan
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memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung
dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh
masyarakat.
Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah
pengelolaan Perikanan dilakukan dengan tepat, cermat,
dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang
maksimal.

Ayat (2)

Huruf a \
Cukup jelas. Q~
Huruf b
Cukup jelas. Q~
Huruf c Q

Cukup jelas.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “industri Minnya” adalah industri
yang menggunakan Ikan i bahan tambahan atau

bahan penolong.
Antara lain dapat b a dapat berupa Industri
kosmetik, obat-%, dan makanan.
Huruf e
Cukup jelasg
Huruf f
Cukuyp jelas.
Huruf g«
kupYelas.
Pasal 4 v
Cuk %

PmQé

up jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Potensi dan alokasi Sumber Daya Ilkan termasuk juga
Ikan yang beruaya.
Huruf c
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Yang dimaksud dengan “umlah tangkapan yang
diperbolehkan” adalah banyaknya Sumber Daya Ikan
yang boleh ditangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan
kelestariannya.

Untuk itu diperlukan adanya data dan informasi yang
akurat tentang ketersediaan Sumber Daya lkan yang
dapat dipertanggungjawabkan, baik secar ilmiah
maupun secara faktual setiap daerah pen x‘ Di
samping itu, pelaksanaan penerapan pri mlah

tangkapan yang diperbolehkan waji emperhatikan
kewajiban internasional di bidang Peri .

Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e Q
Yang dimaksud dengan “p@tensi ¥an alokasi induk dan

benih Ikan tertentu” induk dan benih Ikan
tertentu yang ditang lam.

Huruf f
Ukuran alat p@apan termasuk juga ukuran mata
jaring.

Huruf g

Yang di @ suddengan “alat bantu penangkapan” adalah
sarama, perlengkapan, atau benda lain yang
di%?akan untuk membantu dalam rangka efisiensi
n efdktivitas Penangkapan Ikan.
%antu Penangkapan Ikan dapat terdiri dari:
%. alat bantu pengumpul seperti cahaya dan rumpon;
. alat bantu pengindera ikan seperti fishfinder dan
sonar; dan
3. alat bantu pengoperasiaan alat tangkap seperti line
hauler dan winch.
Huruf h
Yang dimaksud dengan  “waktu atau  musim
penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan
penutupan area atau musim penangkapan untuk
memberi kesempatan bagi pemulihan Sumber Daya Ikan
dan lingkungannya.

Huruf i
Cukup jelas.
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Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal
Perikanan” adalah sistem pengawasan di bidang
Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan
pemantauan Kapal Perikanan yang telah ditentukan,
seperti sistem pemantauan Kapal Perikanan (vessel

monitoring system/VMS).

Huruf 1 \
Dalam usaha meningkatkan produktivitas s rairan
dapat dilakukan penebaran Ikan j batu, yang
kemungkinan menimbulkan efek ne % kelestarian
Sumber Daya Ikan  setem ingga  perlu
dipertimbangkan agar penebar jenis baru dapat
beradaptasi dengan Llngkun umber Daya Ikan
setempat dan/atau tidak mgrusak¥keaslian Sumber Daya
Ikan .

Huruf m
Yang dimaksud dgnga enangkapan Ikan berbasis
budi daya” adalah angkapan Sumber Daya lkan yang
berkembang bi asil penebaran kembali.

Huruf n
Sesuai Qan erkembangan teknologi, Pembudidayaan
a

Ikan 4tid lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi
dﬂ&m pula di sungai, danau, dan laut. Karena
aira® i menyangkut kepentingan umum, perlu

agédnya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang
ergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

i samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang
bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya,
Q pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam
melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya
Ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman
atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang

buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang
biak Ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan
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pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan
saluran ruaya lkan, transplantasi terumbu karang, atau
pengerukan dasar perairan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan”
adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan
sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaanqSumber
Daya Perikanan secara berkelanjutan.

Huruf s

Penetapan wabah dan wilayah wab enyakit Ikan
bertujuan agar masyarakat menget wa dalam
wilayah tersebut terjangkit wa n ditetapkan

langkah pencegahan terjadiny®a nyebaran wabah
penyakit Ikan dari satu wilayal @' layah lainnya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u @

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.
Cukup jelas. 00
Cukup jelas. Q
Cukup j&

oo

C p jela
Ayat (6

Pasa@
t (1)

jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar,
akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang
mempunyai keahlian di bidang Sumber Daya Ikan .

Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan “transit” adalah tempat singgah sementara
jenis calon induk, induk, dan/atau benih lkan sebelum sampai di
tempat atau negara yang dituju.

Yang dimaksud dengan “calon induk Ikan” adalah Ikan hasil seleksi
yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan “induk Ikan” adalah Ikan pada umur dan
ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakaantuk

menghasilkan benih.
Yang dimaksud dengan “benih Ikan” adalah Ikan mur,

bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
Untuk tujuan peningkatan produksi melalui p mutu Ikan
dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis taw varietas lkan

baru yang belum terdapat di dalam negeri. Nag , pemasukan lkan
jenis baru dari luar negeri dapat menjadi embawa bagi masuk
dan tersebarnya hama dan penyakit Ik@n berWahaya ke dalam negeri
dan/atau dapat menjadi predator ata etitor yang menyebabkan
langkanya jenis lkan lokal. Ole itu, pemasukannya harus
dilakukan sesuai dengan ten yang berlaku. Pengaturan
pengeluaran jenis calon induk, Waduk, dan benih Ikan dari WPPNKRI
dilakukan untuk menjam udidayaan Ikan jenis baru tersebut
secara berkelanjutan. 0

Pasal 10
Sarana Pembﬁ?faan Ikan antara lain, pakan Ikan, obat Ikan,
a lam, dan tambak.

pupuk, ker ,
Prasarapa, P didayaan Ikan antara lain, saluran tambak berupa
irigasj %’ inase.

Pasal
&
Tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dimaksudkan
agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara
maksimal.
Ayat (2)
Sabuk hijau (greenbelt) merupakan penyangga antara fungsi
kawasan dan sarana pengolahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannyﬁjarus

dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemeri pun

pihak terkait dengan menempatkan masyarakat s%elaku

utama dalam mengenali hama dan penyakit , identifikasi,

pencegahan, penanggulangan dan pengend @hatan Ikan,
n

serta permasalahan lingkungan pembudi

Ayat (3)
Cukup jelas. Q

Pasal 13

Cukup jelas. @
Pasal 14
Ayat (1) 0

Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
C jelas.
Huruf

p jelas.
6@’&&1{; dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang

tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.
Q Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
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Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15 \
Ayat (1)
Huruf a

Perairan Indonesia termasuk di

dan genangan air lainnya yan diusahakan serta
lahan Pembudidayaan Ikan potensial di wilayah
Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas. 0
Huruf d

Yang dimaksud) dengan ‘landas kontinen Indonesia’
adalah r t dan tanah dibawahnya diluar perairan

wilagah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
p&an perundang-undangan sampai kedalaman 200
ter atau lebih, dimana masih mungkin
%mggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan
% m.
Ayat (
Q Yasig dimaksud dengan “Pengelolaan Perikanan di luar wilayah

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” adalah Pengelolaan
Perikanan di Laut Lepas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan “komoditas Tkan pilihan” adalah jenis
Ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19 \
Cukup jelas.

Pasal 20 Q~
Ayat (1) Q

Cukup jelas.
Ayat (2)

Pemberian akses pengelolaan perikanan¥imaksudkan untuk:

a. menjaga kelestarian dan ke jutan potensi sumber daya
perikanan;

b. menghindari eksploitasi s a berlebihan terhadap sumber
daya perikanan;

c. meminimalisir i elayan akibat perebutan wilayah
tangkap;

d. pengakua mbtrikan peran, dan tanggungjawab kepada
nelayan, ke dan Nelayan Tradisional untuk mengelola
sum%{a perikanan; dan

k

. mﬁ an partisipasi nelayan kecil dalam pengelolaan
nan.

e
er
Ayat 3%
jelas.
4
Q Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
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Sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi,

pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “praproduksi” adalah proses atau

kegiatan sebelum menghasilkan ikan yang berasal dari

Penangkapan Ikan maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “produksi” adalah proses atau kegiatan

menghasilkan Ikan yang berasal dari Penangkapan Ikan

maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” adalah proges atau

kegiatan penanganan lkan setelah produksi yang m

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal s;%diolah
atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikarny

2. kegiatan penanganan Ikan hidup, egar, atau
pengemasan telur, benih, dan induk @ alléanen sebelum
diolah atau dipasarkan untuk Pemisadi@ayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pengol adalah rangkaian

kegiatan dan/atau perlakuan dari balWan baku Ikan sampai

menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pe ” adalah rangkaian kegiatan

memasarkan lkan d uk olahannya mulai dari

merencanakan, men@ harga, melakukan promosi, dan

erhana sampai kepada konsumen.

Cukup jelas. Q

Ayat (1) &

Y aksud dengan “sistem rantai dingin” adalah
n teknik pendinginan paling tinggi 4°C (empat derajat

idak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan,
pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa
mengubah struktur dan bentuk dasar.
Penerapan sistem rantai dingin bertujuan untuk menjaga
kualitas agar hasil usaha perikanan tetap terjaga selama sistem
bisnis Perikanan dilaksanakan.

& ifls) sesuai jenis Hasil Perikanan secara terus menerus dan
t

Ayat (2)

Pasal 25

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 26
Ayat (1)
Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Setiap
Orang dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan
usaha Perikanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Q}
Pasal 27

Ayat (2)

Pasal 28

C
Ayat 2%
jelas.
3

Ayat (1) Q‘
Cukup jelas. Q

Pendaftaran diri dilakukan untibk k;erluan statistik serta
pemberdayaan Nelayan Kecil da udi Daya Ikan Kecil.
Pendaftaran diri, usaha, d tan bagi Nelayan Kecil dan

bersangkutan. Instagsi ng bertanggung jawab di bidang
Perikanan juga sec ktif melakukan pendaftaran dalam
rangka pengumpWlan Ydata dan informasi untuk pembinaan
usaha Perika am"pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pembudi Daya Ikan :Kec elain dilakukan oleh yang

Ayat (1) &

as.

Cukup jelas.

t(4)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan muat” adalah pelabuhan
perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal
pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan
atau keperluan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pangkalan” adalah
pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang
ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk
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melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan,
atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan
untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau
SIKPI.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas. Q}
Pasal 31 Q
Ayat (1)

Industri Perikanan antara lain ti industri yang bergerak
di bidang penyediaan sara asarana penangkapan serta
industri pengolahan Perikana

Industri Perikanan nasio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibangun di l(@ dekat dengan sumber bahan baku
Ikan.

Ayat (2)
Cukup jeL&
Pasal 32

Ayat (1)

aksud dengan ”“usaha Penangkapan Ikan” adalah
an untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam

kgadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
Q termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
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Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas. \
Ayat (2)
Cukup jelas. Q
Ayat (3) Q
Yang dimaksud dengan “SIPI a§li” adélah SIPI yang bukan
fotocopy dan/atau salinan ya irip dengan aslinya, atau
yang dibuat oleh pejabat y berwenang.

asli di atas kapal pe
Ayat (4) 0
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup &
Ayat (1 E
d

Pasal 37

R

Yang dimaksud dengan {me a SIPI asli” adalah keharusan
bagi Setiap Orang un@letakkan dan/atau menyimpan SIPI

Ikan yang sedang dioperasikan.

R

% imaksud dengan “alih muatan (transhipment)” adalah
indahan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan
ke kapal pengangkut Ikan atau pemindahan Ikan hasil

tangkapan dari kapal penangkap lkan ke kapal penangkap
Ikan .

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sistem pemantauan Kapal Perikanan dapat berupa
transmitter vessel monitoring system (VMS).
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Huruf d
Laporan kepada kepala pelabuhan pangkalan dilakukan
dengan mengisi pernyataan pemindahan Ikan hasil
tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing
nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala
pelabuhan pangkalan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Q}
Pasal 38
Cukup jelas. Q‘

Pasal 39 Q
Cukup jelas.

Pasal 40
Yang dimaksud dengan “usaha Pe idayaan Ikan” adalah kegiatan
untuk memelihara, membe%, dan/atau membiakkan Ikan serta
memanen hasilnya dala i ungan yang terkontrol, termasuk
kegiatan yang men ak kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, me n , menangani, mengolah dan/atau

mengawetkanny.
Huruf a &
Usaha embeénihan Ikan meliputi, pemeliharaan calon

ind i%pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan
1 /bibit.

Huru

ukuran benih sampai dengan ukuran panen)
ruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Penunjang pembudidayaan lkan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan pembudidayaan ikan karena sangat
menentukan keberlangsungan dan besarnya produksi yang
dihasilkan dan terjaganya kesehatan ikan dan lingkungan.
Usaha penunjang Pembudidayaan Ikan antara lain berupa: usaha
pakan ikan, usaha obat ikan, dan peralatan budidaya ikan.

Q salla pembesaran lkan meliputi kegiatan pembesaran mulai dari
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Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan “rekomendasi Pembudidayaan Ikan
penanaman modal” adalah keterangan tertulis yang memuat
persetujuan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan oleh
Menteri sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIJP yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang @ man

modal.
Pasal 43 Q
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud den "sagana” antara lain induk, benih, bibit,
pakan ikan, obat i puk, wadah pembudidayaan ikan

yang dapat di ahkan, alat pengangkut hasil produksi
pembudidaya alat dan mesin untuk pembudidayaan
ikan.

Yang di‘&ld engan "prasarana” antara lain kolam, tambak,
du

jalan pro i, dan saluran tambak.
Huruf c
C% las.

Huru
Clkup jelas.

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44
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Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha pengangkutan Ikan” adalah
kegiatan yang menangani hasil penangkapan dan/atau hasil
pembudidayaan yang secara khusus mengangkut lkan hasil
penangkapan di laut atau perairan pedalaman, serta budidaya,
dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnxntuk
a

memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau me iy hasil
Penangkapan Ikan atau hasil panen sara%duksi
pembudidayaan Ikan.

Huruf b Qr
Yang dimaksud dengan “usaha Penann kan hidup”

adalah kegiatan yang secara khusus gangkut Ikan hidup
hasil Pembudidayaan Ikan atau Penangkapan Ikan
ke [

dengan menggunakan kapal pengang

kan untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, dan menangani lkan hidup
hasil pembudidayaan sil penangkapan, serta
mengangkut sarana produksi budidayaan Ikan .

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) Q
Cukup &
Ayat (3)
Y %sud dengan “SIKPI asli“ adalah SIKPI yang bukan
dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau
ibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.
Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah
Q keharusan bagi Setiap Orang untuk meletakkan dan/atau
menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut Ikan yang
sedang dioperasikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kelayakan pengolahan” adal%atu
n’

kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengo ang
meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi%Baku
dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan @A keamanan
Hasil Perikanan” adalah upaya pencega @ dam pengendalian
yang harus diperhatikan dan dila sejak praproduksi
sampai dengan pendistribusian u@menghasilkan Hasil
Perikanan yang bermutu dan amdn bagi¥kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas. 0
Ayat (4) 0

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup %
Pasal 51 0

1

Q Yang dimaksud dengan “produk dari hasil pengolahan
Perikanan” adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa
Ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan,
termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang
berbahan baku utama Ikan.

Ayat (2)
Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang

membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.
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Pasal 52
Prasarana pengolahan Hasil Perikanan dapat berupa:
a. tempat pengolahan Hasil Perikanan; dan
b. instalasi penanganan limbah.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas. Q}
Pasal 55
Cukup jelas. Q‘

Pasal 56 Q
Yang dimaksud dengan “usaha pefnasaran” adalah rangkaian
kegiatan memasarkan Hasil Perika
menentukan harga, melakuka

sampai kepada konsumen.
Pasal 57 00

lai dari merencanakan,
si, dan mendistribusikan

Cukup jelas.

Pasal 58
Prasarana per&aﬂn Hasil Perikanan dapat berupa:
jua

Hasil Perikanan;

a. tempat
b. jala '%i; dan
c. ins nanganan limbah.
Pasal 0
up jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “konservasi Sumber Daya lkan” adalah
upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumber
Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan sumber daya genetik
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untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber
Daya Ikan.

Ayat (2)

”»

Yang dimaksud dengan “konservasi jenis Ikan ” adalah upaya
melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Sumber Daya

Ikan , wuntuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan jenis lkan bagi generasi sekarangeqmaupun
yang akan datang. QS

Yang dimaksud dengan “konservasi geneti ant” adalah

et Ik
upaya melindungi, melestarikan, dan me %an Sumber
Daya lkan, untuk menjamin keberad keversediaan, dan
kesinambungan sumber daya genepi an bagi generasi
sekarang maupun yang akan datang@

Yang dimaksud dengan “kons iwckosistem” adalah upaya
melindungi, melestarikan, emanfaatkan fungsi ekosistem

sebagai habitat penyaggga idupan biota perairan pada
waktu sekarang dan %@n datang.

Pasal 62 0
Cukup jelas. Q

Pasal 63
Huruf a
Huru
Jelas
Cukup jelas.
ruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber
daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel
jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan
dalam kondisi beku (bank sperma).

Pasal 64
Ayat (1)
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Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan antara
lain terdiri dari laut, padang lamun, terumbu karang,
mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk,
embung, dan ekosistem perairan buatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas. \
Pasal 66 Q~
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kapal penangka alah kapal
yang digunakan untuk menangk IKan, termasuk
menampung, menyimpan, mepreh kan, dan/atau
mengawetkan Ikan. C
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Kapa gkut Ikan” adalah kapal

yang memiliki palka dan/a: ra khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, nampung, mengumpulkan,
menyimpan, mending% dan/atau mengawetkan Ikan.
Huruf c
Yang dimaksud gah “Kapal penyangga” adalah kapal yang
berfungsi un effyangga operasional kapal penangkap lkan
tertentu, lariy, satu kesatuan sistem operasi Penangkapan
Ikan %bertugas melakukan pengangkutan lkan hasil
tang n dari kapal penangkap Ikan yang telah ditentukan
wilayaly” p€nangkapannya dan selanjutnya didaratkan pada
n Perikanan yang telah ditetapkan.
Huru
Yang dimaksud dengan “kapal pengolah Ikan” adalah kapal
Q yang secara khusus dipergunakan mengolah Ikan hasil
tangkapan, memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan,
atau mengawetkan hasil olahan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Kapal latih Perikanan” adalah kapal
yang secara khusus digunakan untuk praktik kelautan yang
meliputi navigasi, Penangkapan lkan, penanganan. lkan hasil

tangkapan dan lain-lainnya.
Huruf f
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Yang dimaksud dengan “kapal penelitian/eksplorasi Perikanan”
adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk kegiatan
penelitian, termasuk pendugaan ketersediaan sumber daya
Ikan, oceanografi, dan lain sebagainya.

Huruf g

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “kapal pendukung operasi
Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan” adalah
kapal yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan
penangkapan atau Pembudidayaan Ikan.

&
Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Daya Ikan,
penataan dan pengendalian terhadap n kapal baru

dan/atau bekas perlu dikendalikan esuai dengan daya
dukung sumber daya Ikan . @

Ayat (2)

Pasal 68

Pasal 69

Cukup jelas. &

Cukup jelas. @

Cukup jelas. 00

R

Pasal 70
Tanda g apal Perikanan dapat berupa tanda selar, tanda
daerah kapan lkan, tanda jalur Penangkapan lkan, dan/atau
tanda enangkapan Ikan .

Pasa@K
up jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Klasifikasi Pelabuhan Perikanan termasuk
diantaranya Pelabuhan Perikanan sﬁdera,
S

pelabuhan Pelabuhan Perikana tara,
Pelabuhan Perikanan pantai, da@buhan
Perikanan rakyat.

Huruf b Q~
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas. Q

Huruf e
Untuk me 4@ g dan menjamin kelancaran
operasionalgelabuhan Perikanan, ditetapkan
bat s wilayah kerja dan pengoperasian

rdinat geografis. Dalam hal wilayah

tasan dan/atau mempunyai kesamaan
kepentingan dengan instansi lain, penetapan

& batasnya dilakukan melalui koordinasi
dengan instansi yang bersangkutan.

Wumf f
% Cukup jelas.

Pasal 75
jelas.
Pasal
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syahbandar di pelabuhan Perikanan”
adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di
Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan
menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
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Ayat (2)

Q\‘S

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e \
Cukup jelas. Q~

Huruf f
Yang dimaksud dengan “log book” a %oran harian
tertulis nakhoda mengenai kegia erfangkapan Ikan
atau pengangkutan Ikan.

Huruf g Q
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas. 0
Huruf j 0

Cukup jela
Huruf k
Cukup jelas.
Hurufl &
kup¥elas.
Huaf
kup jelas.
n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (3)

Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya
terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas. Q‘

Pasal 82
Cukup jelas. Q

Pasal 83

Cukup jelas. @
Pasal 84
Ayat (1) 0

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huru

Ayat (2)
Cukup j ek&

p jelas.

Cukup jelas.
ruf c

Q Cukup jelas.
Huruf d

Jenis Ikan antara lain meliputi:

a. lkan bersirip (pisces), baik jenis yang bertulang keras
(Teleostei

maupun bertulang lunak
Elasmobrachia);

b. udang, rajungan, kepiting,
(crustacea);

c. kerang, tiram, cumi-cumi,
sebangsanya (mollusca);

sebangsanya

siput,
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ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);

tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
kodok dan sebangsanya (amphibian);

buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan
sebangsanya (reptilia);

paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya
(mammalia);

rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang

hidupnya di dalam air (algae); dan
\ngan

biota perairan lainnya yang ada kaita
jenis-jenis tersebut di atas;
I

dilindungi.

Huruf f

semuanya termasuk bagian-bagiannle n yang

Huruf e

Cukup jelas. QQ

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas. @

Huruf h

Huruf i

Cukup jela

Hurufj
C
Huruf

Pasal ;2

Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Cukup jelas. 0
uk pg-

K§Nelas.
Ayat (4) ?“
(@ las.
Ayat (
Cakup jelas.
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Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) \
Huruf a Q~
Cukup jelas.
Huruf b Q~
Retribusi izin usaha Perikanan k @aerah provinsi

dan daerah kabupaten/kot esuaikan dengan
kewenangan daerah masing-ni g sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-unda¥igan.

Ayat (3)

Cukup jelas. @
Pasal 91
Cukup jelas. 0

Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
C@ las.

Ayat (

Cailkup jelas.

Qt 3)
Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah norma atau acuan
moral yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan
kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pasal 94
Ayat (1)
Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga
penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga
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penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga
pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN),
dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas. \
Huruf d Q~
Cukup jelas.
Ayat (2) q*
Dalam kaitan pelaksanaan penelitian pehgembangan di
bidang Perikanan sering dilakukan kemaSsama antar negara.
Hal yang demikian dilakukan, a lain, berhubungan
dengan:

a. karakteristik Sumber Daya ng tidak mengenal batas
administrasi negara;

b. tuntutan mengikuti perk angan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidan%jman;

c. pelaksanaan ket ari perjanjian internasional; dan
d. perkembanga tufitutan konsumen terhadap jaminan
keamana mtitu hasil Perikanan.

Huruf a
C'&j elas.
Huru
p jelas.
éc

ukup jelas.

W
Q Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
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Pasal 98
Ayat (1)
Sumber daya manusia di bidang Perikanan antara lain meliputi
Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh,
Nelayan pemilik, Pembudi Daya lkan, Pembudi Daya Ikan
Kecil, penggarap lahan budi daya, pemilik lahan budi daya,
pengolah Ikan, pelaku usaha, aparatur, dan masyarakat.
Ayat (2)

Huruf a \
Cukup jelas. Q~
Huruf b
Cukup jelas. Q~
Huruf c

Yang dimaksud dengan “swasje lah penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yangWgeragal dari pelaku usaha
dan/atau lembaga pendidikan y&ng terakreditasi baik

V

yang bertaraf nasional da internasional.

Hurufd
Yang dimaksud dgnga adaya” adalah penyelenggara
pendidikan dangpeldtihan yang berasal dari pelaku utama
yang berhasi usahanya dan warga masyarakat
lainnya ya d@ngan kesadarannya sendiri mau dan
mamp jadi penyelenggara pendidikan.

Ayat (3)
Cukup &
Pasal 99 v
Cuk %

Pasal
up jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

86



Pasal la

RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

Yang dimaksud dengan “Laut Lepas yang bersifat
tertutup atau semi tertutup” adalah suatu teluk, lembah
laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua negara
atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut
lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau
yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial
dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih.
Yang dimaksud dengan “wilayah kantong (pocket area)”
adalah Laut Lepas yang dikelilingi oleh zona

konomi
eksklusif dari beberapa negara, misalnya di xapua
terdapat Laut Lepas yang dibatasi oleh Z nd®nesia,

ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, d EE Pederation
State of Micronesia

Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Keanggotaah, Petherintah Pusat atau Pemerintah daerah
dalam Q s@na regional dan internasional dilakukan
selektif.

sec

D% hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif
nyeponsori pembentukan lembaga regional dan
erhasional bagi kemajuan pembangunan Perikanan
onesia.

Ayat (
Cailkup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.
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Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peran serta kelompok masyarakat antara lain berupa kelompok
masyarakat pengawas.

Pasal 107 \
Huruf a Q~
Cukup jelas.
Huruf b Q~
Cukup jelas. Q

Huruf c
Cukup jelas. Q

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Yang dimaksud deng@:‘tra usaha Perikanan” adalah pusat

kegiatan usaha i yang mengintegrasikan sistem
produksi, pengol n, glan pemasaran.
Huruf f

Cukup Jel
Huruf g

Cuku
Huruf h ?

Lgkup jelas.
Pasal 1&

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Pengawas Perikanan menahan kapal dalam ran%ﬁ\akan

membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/ata nggu

proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Huruf j Q~
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas Q

Pasal 109

Cukup jelas. @

Pasal 110
Yang dimaksud dengan engawas Perikanan” adalah kapal

pemerintah yang diberi%anda tertentu untuk melakukan pengawasan

dan penegakan hu 1 ang Perikanan.
Alat pengaman diri at berupa rompi anti peluru, senjata tajam,
senjata tumpud; Relm, dan sepatu keselamatan.

Pasal 111 ?“
Ayat (1
dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah
b

ti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di
Q bidang Perikanan oleh Kapal Perikanan berbendera asing.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut
tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya
dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas Perikanan
yakin bahwa Kapal Perikanan berbendera asing tersebut betul-
betul melakukan tindak pidana di bidang Perikanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Ayat (1)
Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat,
cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian Sumber Daya Ika dan
lingkungannya tidak saja mematikan lkan seca nxung,
tetapi dapat pula membahayakan kesehatan '%u dan
merugikan Nelayan serta pembudidaya I . JiRa terjadi
kerusakan sebagai akibat penggunaan q& dan alat
dimaksud, pengembalian ke dalam ard semula akan
membutuhkan waktu yang Ila ahkan  mungkin
mengakibatkan kepunahan. Q
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas. 0

Ikan . mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber

Alat Pena;gka n lkan dan/atau alat bantu Penangkapan
Daya$ termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat

haxi
Ayat 2%
jelas.
Pasa’
t (1)

»

Yang dimaksud dengan “pencemaran Sumber Daya Ikan
adalah tercampurnya Sumber Daya lkan dengan makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan
manusia sehingga Sumber Daya Ikan menjadi kurang, tidak
berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi
yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan “kerusakan Sumber Daya Ikan ” adalah
terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang dapat

90



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang
diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum
yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap
keseimbangan biologis atau daur hidup Sumber Daya Ikan .

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

116
Cukup jelas.

117
Cukup jelas.

118
Cukup jelas.

119
Cukup jelas.

120
Cukup jelas. &

121 ?“
Cuk %

up jelas.

123
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan

tugas penyidik,

juga dimaksudkan untuk memperlancar
91



RUU Perikanan, Senin 2 April 2018

komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain
yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi
penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang
Perikanan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas. \

Pasal 125

Yang dimaksud dengan “negara bendera” adalah ne ten?pat kapal
terdaftar.

Pasal 126 2
Ayat (1) Q

Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “h h hari kalender.

Ayat (3)
Yang dimaksud deng@i” adalah hari kalender.
Ayat (4)
Cukup jelas. 0
Ayat (5)
Yang di%l engan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)
Cukugpnjclas.
Ayat (7) Y“
C@ las.
Ayat (
Cailkup jelas.
Pasag
Cukup jelas.
Pasal 128
Ayat (1)

Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan
kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa
Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada
pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
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sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara
yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan
kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)

Pasal 129

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas. Q}
Cukup jelas.

Ayat (3) Q~
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas. Q

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud den@ari” adalah hari kalender.

Ayat (7)
Yang dimaksud @engan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (8)

Ayat (9)

Pasal 130 %
an

<

Cukup & ;
Cu i

ksud dengan “alat bukti elektronik” adalah:
dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya; dan/atau

. informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data

elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
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peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memilikii arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Alat bukti elektronik antara lain Vessel Monitoring System (VMS)
dan Global Positioning System (GPS).
Hal ini berkaitan dengan pembuktian lokus terjadinya tindak
pidana yang memerlukan data dari alat elektronik.

Pasal 131 Q~
Cukup jelas.

Pasal 132 3

Ayat (1)
Cukup jelas. Q

Ayat (2)
Barang bukti yang mudah% antara lain lkan yang
dipisahkan sebagian te @‘ ahulu untuk kepentingan
pembuktian di pengadilan. ’

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jela:Q
Pasal 133 &
Cukup jela

Pasal 134 %E
i

an tanpa kehadiran terdakwa antara lain disebabkan
an diri, sakit, atau sebab lain selain kematian terdakwa.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (3)
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Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender. \

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 138 Q‘
Ayat (1) Q

Cukup jelas.
Ayat (2) < ’
Yang dimaksud dengan “hari” adalah éri kalender.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ ah hari kalender.

Ayat (4)
Cukup jelas. 0

Pasal 139
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” adalah tindak
pidan& diatur di luar Undang-Undang ini.

Ayat (2)
%aas.
Ayat

p jelas.

Pasa@
ukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
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Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas. Q}
Pasal 147
Cukup jelas. Q~

Pasal 148
Cukup jelas. Q

Pasal 149

Cukup jelas. @
Pasal 150
Cukup jelas. 0

Pasal 151
Cukup jelas«

Pasal 152
Cuk@

Pasal 15
jelas.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.
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Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160 \
Cukup jelas.

Pasal 161 Q~
Cukup jelas. Q

Pasal 162 Q
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas. 0
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